KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Target 1 Juta Barel Perlu Kolaborasi

: Selasa, 07 Desember 2021
: Seputar Indonesia
:9

Target 1 Juta
Barel Perlu
Kolaborasi

TJAKARTA — Konsumsi energidimasa
mendatang diperkirakan terus meningkat.
Untukitu, langkah strategis dalam
mengamankan pasokan energi nasional

diperlukan.

Saat ini dan beberapa tahuan
ke depan kebutuhan energi di
Indonesia masih ditopang oleh
bahan bakar fosil berupa mi-
nyak dan gas bumi (migas). Da-
lam Rencana Umum Energi Na-
sional (RUEN) yang tertuang
dalam Peraturan Presiden No-
mor 22/2017 terlihat volume
migas meningkat meskipun se-
carapersentase Imenurur.

Berdasarkan RUEN terse—
but, porsi minyak mencapai
28,8% dalarn bauran energi nna—
sionalpada 22020 atausecaravo-
lume mencapai 1,66 juta barel
per hari (BPH). Sementara gas
bumi sebesar 6.557 juta kaki
kubik per hari (IMMSCFID) atau
sebesar21.2% daribanranener-
ginasional.

Pada2030 secarapex sentase
bauran minyak diprediksi 23%,
narmun secara volume mening-
kat menjadi 2,27 juta BPH. Se-
mentaraitu, porsigasbuminailk
hampir dua kali ipat sebesar
11. 728 MMsccfdatau 21 ,8%.

Anggota Kornisi VII DPR
Maman Abdurrahman menga-—
takan, melihat perkiraan kon-
sumsi energi yang terus me-
ningkat, ketahanan energiyang
merupakan kepentingan nasio—
nal itu perlu terus diupayakan
bisa tercapai. Indonesia, menu-
rutnya, perlu mengamankan
pasokan energi yvang tetap ber-
gantungpadamigas. “Tidakber-
lebihan jika target peningkatan
produlksi migas menjadi priori-
tas nasiomnal.” katanya daliam
siaran persnyakemarin.

Dia berharap, seluruh pihak
terkait mermiliki visi yang sama
yvakni mengamankan kepern-
tingan nasional tersebut. Tar—
get produksi minyak sebesar 1
juta BPH serta gas bumi seba-
nyak 12.000 MMSCFEFD pada

2030, menurut Maman, mmasih
bisa tercapai apabila seluruh pi-
hak berkolaborasi dalam men-
jalankan perannya masing-
masing.

Kebutuhan migas pasca-—
203 0jugadiperkirakan terusme—

ningkat. Data RUEN menyebut- -

kan,pada 2050 volamekebutuh-
an rninyak akan menca-pai 3,97
juta BPH. Sementara kebustuhan
gasbumi akan meningkat men-
jadimenjadi26.112 MDMscfd.

Menurut Maman, DPR be-
rencana kembalimembahas Re-
visi Undang-Undang DMigas
(RUUMigas). Satudiantarapoin
yang direvisi adalah memas-
tilkkan ada kegiatan eksplorasi
vang dilakukan oleh kontraktor
kontrak kerja sama (kontraktor
KKS). Saatinimekanismeuntuk
mendorong kontraktor KKS
melakukan eksplorasi melalui
komitmen kerja pasti (KKP).
Strategi pemerintah tersebut
pratutdidukung. "KKP akanjuga
diatur da lam UU Migas vang
baru,” kata Maman.

UU Migas diharapkan juga
mengatur insentif* yang me-
numbuhkan minat kontraktor
KKS dalam>melalkcukan eksplo-
rasi. Eksplorasi, katadia, menja-
dikatakuncinntukmenemukan
cadangan migas baru sehingga
target praduksibisa tercapai.

Sebelurmniya SKK Migastelah
menggeiar Intermational Con-
vention on Indonesian Ups-
tream Qil and Gas 20271 (100G
2021) pada 29 November - 1
Desember 2021. Dalam gelaran
yvang kedua kalinya itu, semua
Pemangku kepentingan yang
terlibat dalam panel diskusi
sepakat bahwa industri hula
migasharusterustumbuh. Cara-
nya dengan kembali menggai-
rahkan iklirm investasi, mening-

katkankolaborasi, dan menglkaji
insentif yang berdampak pada
peningkatan produksi.

Dalam salah satu panel IOG
2021, Managing Director Eni.
Indonesia, Diego Portoghese,
mengungkapkan, koordinasi de-
ngan stakeholder di hulu migas
sangat penting. Satu di an-tara
yangutama ketika mengajukan
insentif yangbervariasiagarda-
patdiimmplementasikandipfoyelk
migas. Hal ini mengingat tidak
semua kontraktor migas mem-—
butuhkaninsentifyangsama.Se-
baiknya pemerintah membuka
dialog dengan masing-masing
kontraktor migas untuk menen—
tulcan insentif vang tepat untuk
diimmplementasikan.

“Fujuannya agar lapangan
migasnya bisa lebih mengun-
tungkan, menarik, dan berkesi-
nambungan,”kata Diego.

Pengamat migas dari Uni-
versitas Trisakti Pri Agung
Rakhmanto menjelaskan, pe-
ran pemerintah menjadi pen-
ting agar secara konkret mena-
rik investoruntuk bersedia eks-
pPlorasi dan eksploitasi. Dalam
tataran operasional, pemerin-
tah dituntut untuk memperce—
Ppat proses perizinan, persetu-
juan progam-programkerjadan
anggaran, serta mempercepat
eksekusiprogram.

Sementara itu, parlemmen di-
minta mengawal dalam mern-
buat regulasi yang jelas, yang
membuat investor tertarilc un-
tuk berinvestasi di Indonesia.
Pasalnya, dengan dana peme-—
rintah yvang terbatas, dana in—
vestor dibutuhkan untulk me-
ne-mukancadanganmigasbaru
vangsiap diproduksi.

Peran kontraktor KIS, kata
dia, tidak hanya menjalankan
operasi eksisting. Kontraktor
dituntut secara proaktif mem-—
berikan masukankepadapeme-
rintah tentang apa-apa yang
mereka perlukan untuk mmere-
alisasikan investasi mereka di
eksplorasidaneksploitasitahap
lanjut di wilayah noneksisting.
I yvanto kusdiantorno:



http://www.tcpdf.org

